
W lffiaan Barans/rasa pernerintal

Kesepakatan

Service Level
antara

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang,/Jasa Pemerintah

Tl nc
LaG
el Aoneeme

nan
ngkat

gneement [SLAJ

rorrse
ll,!DfuE6l5d|E&rii\----r-

LKPP



Pengesahan

Dengan menandatangani rembar pengesahan ini kedua berah pihak menyatakan terah
membaca dan memahami isi dokumen persepakatan ini.

Yang Bersepakat

Deputi Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem lnformasi
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1, Pihak yang Bersepakat

Kesepakatan ini dibuat antara:

L. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/asa Pemerintah (LKPP) yang diwakili oleh lkak G

Patriastomo yang bertindak sebagai Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan

Pengembangan Sistem lnformasi.

2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten

_ bertindak sebagai Kepala

Mamuju yang diwakili oleh

Layanan Pengadaan Secara

3.

Elektronik Kabupaten Mamuiu

Tujuan

2.L Memastikan kedua belah pihak memahami ruang lingkup, kewenangan dan tanggung

jawab yang berkaitan dengan layanan dan pemanfaatan Teknologi lnformasi di

bidang e-Procurement.

2.2 Memastikan layanan dan pemanfaatan Teknologi lnformasi di bidang e-Procurement

telah sesual dengan kebutuhan Pengguna SPSE

2.3 Sebagai acuan perbaikan layanan yang telah ada saat ini bagi Pengguna SPSE.

Masa Berlaku

3.1. Kesepakatan ini berlaku sejak ditetapkan hingga ditetapkan kesepakatan baru.

3.2 lsi kesepakatan dapat disesuaikan bersama bilamana diperlukan.

4. Definisi

4.f Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/asa Pemerintah yang selanjutnya disebut

LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan

kebijakan Pengadaan Barang/asa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan PengadaanBarangl asa

Pemerintah yang pada kesepakatan penyediaan layanan ini bertindak sebagai

penyedia layanan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

Procurementl kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mamuju yang selaniutnya disebut

LPSE Kabupaten Mamuju adalah unit keria di Kabupaten Mamuju yang dibentuk

untuk menyelengga ra kan sistem pelayanan Pengadaan Barang/asa secara

elektronik yang pada kesepakatan penyediaan layanan ini bertindak sebagai

pengguna layanan di bidang e-Procurement dati LKPP dan penyedia layanan e-

Procurement kepada pengguna sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Helpdesk LKPP adalah tim yang terdiri dari personil pada Direktorat e-Procurement

yang menjalankan tugas dan fungsi seksi pembinaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik Direktorat e-Procurement.

Helpdesk LPSE Kabupaten Mamuju adalah tim pada Unit Layanan dan Dukungan

LPSE Kabupaten Mamuju yang memberikan dukungan layanan operasional SPSE

kepada Pengguna (user) terhadap sistem yang disediakan LPSE.

4.2

4.3

4.4



4.5

4.6

4.7

4.4

Pengguna SPSE adalah pihak yang secara langsung memanfaatkan layanan di
bidang e-Procurement yang diberikan oleh LPSE.

Pihak ketiga adalah para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki
hubungan dengan adanya layanan ini.

Updotes aplikasi SPSE adalah layanan yang disediakan oleh LKPP untuk
penyempurnaan dan penambahan fitur dari SPSE yang telah ada saat ini.

On-Site Support adalah dukungan teknis yang diberikan LKPP, dimana petugas LKPP

secara fisik menangani permasalahan kesisteman yang dihadapi LPSE Kabupaten
Mamuju.

5. Jenis dan Ruang Lingkup layanan

5.1 Mengatur batasan kewena nga n

dalam rangka pengelolaan dan
pengadaa n secara elektronik.

dan kewa.jiban LPSE Kabupaten Mamuju dan LKPP

pemanfaatan teknologi serta informasi pada sistem

5.2 Mengatur batasan kewenangan dan kewajiban LPSE Kabupaten Mamuju dan LKPP

dalam rangka pemberian pelayanan dukungan teknis, penanganan permasalahan dan
peningkatan kapasitas pengelolaan serta peningkatan layanan LPSE.

5.3 Mengatur batasan kewenangan dan kewajiban LPSE Kabupaten Mamu.ju dan LKPP

dalam rangka pemberian pelayanan dukungan teknis, penanganan permasalahan
kepada pengguna SPSE.

5. Kewenangan dan Kewajiban

6.1 LPSE Kabu paten Mamuju

6.l.L Memanfaatkan layanan LKPP secara bertanggungjawa b.

6.L.2 Menjaga kerahasiaan (confidentiality\, integritas lintegrity) dan ketersediaan

\ovo i lab i I ityl informasi.

6.1.3 Menjaga kerahasiaan user lD dan password yang digunakan.

5.1.4 Melakukan pengadministrasian, pengelolaan server-server dan sistem aplikasi
LPSE yang meliputi:

6.7.4.1 Bockup.

6.1.4.2 lnstalasi, konfigurasi aplikasi dan dotobose.

6.1.4.3 lnstalasi dan konfigurasi Softwdre pendukung seperti Anti Virus,
Service Pock, Softwore U pdotes dan sebagainya.

6.1.4.4 Pemantauan fungsi seluruh Soltwore terpasang (aplikasi, dotobose,
sistem operasi, dan sebagainya).



6.1.5 Melaporkan gangguan ke Helpdesk LKPP terkait dengan kelemahan (bug) dan

permasalahan yang belum terfasilitasi pada aplikasi SPSE.

6.1.6 Memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi kepada pengguna SPSE yang

belum memiliki User /D.

6.f.7 Memberikan pelayanan Agregasi Data Penyedia

6.L.8 Memberikan layanan dukungan teknls langsung kepada Pengguna untuk

mengatasi kendala teknis pada SPSE.

5.1.9 Memastikan seluruh komputer Pengguna SPSE dan server sistem sudah sesuai

dengan permintaan atau rekomendasi yang ditetapkan oleh LKPP.

6.1.10 Memberikan akses server kepada LKPP untuk melakukan penanganan

permasalahan dan updote aplikasi SPSE.

6.1.1L Memfasililasi K/L/D/1, BUMN dan BUMD untuk melaksanakan pengadaan

secara elektronik.

6.1.12 Memberikan dukungan teknis dalam bentuk pelatihan penggunaan aplikasi

SPSE kepada penggu na SPSE.

6.1.13 Memilikl hak mengetahui pencapaian dan kepatuhan pelaksanaan

kesepakatan ini dari LKPP.

6.2 LKPP

6.2.7 Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

6.2,2 Melakukan monitorlng sistem LPSE secara nasional.

6.2.3 Melakukan pengelolaan aplikasi, interkoneksi dan agregasi data portal

pengadaa n nasiona l.

6.2.4 Melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPSE.

6.2.5 Memberikan saran dan rekomendasi pengembangan infrastruktur lT LPSE

6.2.6 Memberikan pelayanan instalasi, updote dan upgrode aplikasi SPSE pada LPSE'

6.2.7 Memberikan rekomendasi penerapan keamanan pada infrastruktur LPSE

6.2.8 Mengkoordinasikan dan memfasiltasi pengembangan aplikasi pendukung SPSE

yang dilakukan oleh LPSE.

6.2.9 Meiakukan koordinasi dengan LPSE dalam rangka implementasi pengadaan

secara elektronik.

5.2.10 Memberikan bantuan dukungan teknis dalam menangani permasalahan yang

tidak dapat ditangani oleh LPSE.

6.2.11 Memberikan dukungan pelayanan data reporting LPSE.

6.2.L2 Memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan pengelolaan dan peningkatan

layanan LPSE.

6.2.13 Memberitahukan kepada LPSE jika akan dilakukan pemeliharaan rutin

perangkat yang dapat mengakibatkan tidak tersedianya layanan.



6.2.L4 Memastikan ruang lingkup Servlce Level Agreement dan perjanjian dengan
pihak ketiga pendukung layanan LKPP sesuai dengan kebutuhan LPSE yang

tertuang pada kesepa kata n ini.

6.2.15 Memberikan bantuan teknis baik secara datang langsung maupun remote
terkait instalasi, upgrode, migrasi server atau gangguan teknis server lainnya

6.2,15 Menyediakan laporan pencapaian dan kepatuhan pelaksanaan kesepakatan

in i.

7. Ruang Lingkup Dukungan Pengguna

7.1 LPSE Kabupaten Mamuju dan LKPP menyediakan Helpdesk yang merupakan gerbang

layanan terdepan LPSE bagi Pengguna dengan manfaat:

7.7.7 Memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan LPSE dan atau LKPP dalam
hal laya nan teknis.

7.1.2 Memastikan seluruh laporan gangguan layanan, pertanyaan tentang layanan

dan permintaan layanan tercatat dengan jelas sehingga tidak ada yang

terlewatkan dari perhatian LPSE dan atau LKPP.

7.1.3 Memastikan seluruh laporan gangguan layanan, pertanyaan tentang layanan

dan permintaan layanan ditindaklanjuti.

7.L.4 Memberikan informasi status dan kemajuan penyelesaian gangguan atau
pela ksa naan permintaan layanan.

7.2 Helpdesk LPSE Kabupaten Mamu.iu dan Helpdesk LKPP menerima laporan gangguan,

pertanyaan atau permintaan layanan melalui:

7.2.t Helpdesk LPSE Kabupaten Mamuju

. Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 01 Kabupaten Mamuju - Provinsi Sulawesi

Barat

Telepon di nomor 0426 - 21065

E-moil yang disampaikan ke ala mat:

lpse@ mamujuka b.go. id

Faksimile di nornor 0426 - 27426

7.2.2 Helpdesk LKPP

. Alamat :Gedung SME Tower |t.17, Jl. Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan

. Telepon di nomor +62.27.71673000

E-moil yang disampaikan ke alamat helpdesk-lpse@ lkpp.go.id



. Faksimile di nomor +52.21.79181153

Helpdesk LKPP dan Helpdesk LPSE Kabupaten Mamuju beroperasi setiap hari kerja

selama jam kerja.

LPSE Kabupaten Mamuju dan atau LKPP memberikan dukungan teknis untuk

menangani laporan gangguan dengan mengutamakan kecepatan penanganan baik

dengan solusi sementara maupun permanen.

Dukungan teknis dalam bentuk On-site Support dapat diberikan setiap hari kerja

selama jam kerja.

Penanganan gangguan dilakukan berdasarkan skala prioritas yang tercantum pada

Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE sebagaimana telah tercantum pada

lam piran service I evel Agreement ini.

Gangguan yang memerlukan keahlian atau perhatian khusus didukung oleh

mekanisme eskalasi kepada pihak yang berkompeten dan berwenang yaitu:

7 .7.7 Eskalasi Fungsional; adalah eskalasi laporan gangguan kepada tim teknis untuk

mempercepat proses penanganan laporan insiden yang berkaitan dengan hal

te kn is.

7.7.2 Eskalasi Struktural; adalah eskalasi laporan gangguan kepada pejabat

struktural dan pimpinan jika untuk mempercepat penanganan gangguan

memerlukan perhatian khusus seperti penambahan sumberdaya, koordinasi

antar unit kerja internal maupun eksternal.

8. Pelaporan

8.1 LKPP dan LPSE Kabupaten Mamuju menyediakan laporan sebagai berikut:

8.1.1 La poran Monitoring

8.1.1.1 Rekapitulasi Progres lmplementasi E-Procurement Nasional (LKPP)

8.1.1.2 Laporan utilitas

8.1.1.3 Jumlah Permintaan laya nan

8.f .2 laporan Trend

8.1.2.1 Perbandingan jumlah gangguan untuk setiap tingkat prioritas dengan

bulan sebelumnYa.

8.1.2.2 Perbandingan jumlah permintaan layanan dengan bulan sebelumnya.

8.1.3 Laporan Analisis

8.1.3.1 Analisis ganggua n umum

8.L.3.2 Analisis gangguan Prioritas L (jika ada)

8.1.3.3 Rencana kerja untuk memperbaiki layanan pada bulan berikutnya

8.2 Melakukan pertemuan koordinasi rutin secara berkala untuk membahas laporan dan

rencana kerja perbaikan layanan bulan berikutnya.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7



9, System Environment

9.1 LKPP menyarankan LPSE Kabupaten Mamuju untuk menggunakan teknologi yang

memadai dalam memanfaatkan layanan LKPP.

LPSE Kabupaten Mamuju menyarankan kepada pengguna SPSE untuk menggunakan
teknologi yang memadaidalam memanfaatkan layanan LPSE Kabupaten Mamuju.

Perbedaan teknologi atau versi yang digunakan LPSE Kabupaten Mamuju dengan

Pengguna SPSE dapat menyebabkan keterlambatan penanganan gangguan atau
penyelesaian permintaan layanan, bahkan mengakibatkan gangguan tidak dapat
ditangani atau permintaan layanan tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan Darurat

10.1 Pada saat terjadi keadaan darurat besar kemungkinan terjadi penurunan kualitas
layanan atau tidak tersedianya layanan sama sekali.

10.2 LKPP bersama dengan LPSE Kabupaten Mamuju mempersiapkan Euslness Continuity
Plon dan Disdster Recovery P/on sesuai kebutuhan.

10.3 Jika diperlukan, saat keadaan darurat LPSE Kabupaten Mamuju dan atau LKPP

m engelua rka n pernyataa n resmi.

10.4 Pemulihan dari keadaan darurat harus diupayakan bersama untuk dilaksanakan
secepatnya.

Evaluasi dan Revisi

11.1 Kedua belah pihak bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kesepakatan ini
minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

11.2 Hasilevaluasi dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kebutuhan.

11.3 Revisi terhadap kesepakatan ini dapat disebabkan antara lain:

1L.3.1 Perubahan pihak yang bersepakat.

11.3.2 Perubahan jenis dan ruang lingkup layanan.

11.3.3 Perubahan kewenangan dan tanggung jawab.

11.3.4 Perubahan ruang lingkup dukungan bagi LPSE.

L1.3.5 Perubaha n pela pora n.

LL.4 Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan
kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kualitas layanan saat ini,
kebutuhan yang akan datang serta ketersediaan biaya.

9.2

9.3

10.

11.



12. Biaya

12.1 Biaya yang ditimbulkan akibat kesepakatan ini sepenuhnya berasaldari APBN.

L2.? Biaya yang ditimbulkan untuk melakukan on-site support, khususnya di luar Jakarta

menjadi beban keduabelah pihak sesuai dengan proporsi masing-masinS'

13, Kerahasiaan

13.1 Kedua belah pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dihasllkan dari

pemanfaatan Teknologi lnformasi sesuai dengan kesepakatan ini'

13.2 LKPP diperkenankan melakukan pemantauan dan pengawasan beban pemakaian

perangkat pendukung untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan kapasitas

LaYanan.

13.3 IKPP tidak menyalin, meminjamkan, memproduksi, mengungkapkan, dalam bentuk

apapun lnformasi milik LPSE Kabupaten Mamuju kepada pihak ketiga untuk tujuan

apapun, kecuali atas persetujuan LPSE Kabupaten Mamuju'

13.4 LKpP memberi hak kepada LPsE Kabupaten Mamuju atau pihak yang diberi

WewenangolehLPSEKabupatenMamujuuntukmengauditdanmengawasikegiatan
yangdilakukanterhadaplnformasimilikLPSEKabupatenMamujuyangdiketahui
olehLKPPdanatauberadadalampengelolaanLKPP.Auditdanpengawasan
dilaksanakansecararesmiberdasarkansuratpermintaankepadaKepalaLKPP.

14. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan kesepakatan ini dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat-

15. Daftar Jenis Layanan lService Catalogl

selain layanan yang telah secara khusus dituangkan dalam kesepakatan ini, LKPP dan LPSE

Kabupaten Mamuju juga memberikan layanan generik tentang Daftar Jenls Layanan

(service cotolog) sebagaimana terlam pir.



SERVICE CATALOG

1. lmplementasl Pengadaan Baranglasa Secara Elektronik

2, Pengembangan Apllkasl SPSE

3. Pengembangan Aplikasi Pendukung SPSE



4, lnstalasi Aplikasi SPSE

5. Upgrode Aplikasi SpSE

6, Pemeliharaan Aplikasi SpSE

24 jam x 30 hari dalam L tahun

Dekripsi Layanan

24jam x 30 hari dalam l tahun

Dekripsi layanan



7. Rekomendasi Penerapan Keamanan lnfrastruktur LpSE

LP5E.

8. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur LpSE

9. Data Reportrng LPSE

Memberikan rekomendasi pengembangan infrastruktur LpsE

Rekomendasi Pengembangan lnfrastruktur LpSE



l0.Monitoring Sistem LpSE

ll.Pengelolaan Aplikasi, lnterkoneksi dan Agregasi Data portal pengadaan Nasional

Pelatihan Pengelolaan dan peningkatan Layanan LpSE

12. a. Pelatihan kepada LpSE

12.



EL

12.b, Pelatihan Penggunaan Aplikasi SpSE kepada ULp

12.c. Pelatihan Penggunaan Aplikasi SpSE kepada pengguna SpSE

13' Pemberitahuan kepada LpsE Jika Akan Dirakukan pemeriharaan Rutin perangkat yang Dapat
Mengakibatkan Tidak Tersedianya Layanan.



14. Fasilitas SPSE kepada KlLlDll, BUMN, dan BUMD untuk Melaksanakan pengadaan Secara
Elektronik

lS.Pengadminlstrasian dan Pengelolaan seNer-seruer dan Sistem Aplikasi LPSE.

L5,a, Bockupl

15.b, lnstalasi, Konfigurasi Aplikasi dan Databdse



15.c. lnstalasi dan Konfigurasi Softwore Pendukung seperti Anti Virus, Seryice Pack, Sofiware
Updotes dan sebagainya.

15.d. Pemantauan Fungsi Seluruh Soltwore Terpasang (aplikasi, dotobdse, sistem operasi, dan
sebagainya)

15. Registrasi dan Verifikasi

17. Penanganan Permasalahan

,.7.a. Bantuan Konsultasi



17.b. Layanan Dukungan Teknis Langsung kepada pengguna SPSE

17.c. Eskalasi Permasalahan Terkait dengan Keremahan (bug) dan permasarahan yang Berum
Terfasilitasi pada Aplikasi SpSE

!8-A,gregasi Data Penyedia

lryanan

Edrlrf
Dekripsl



19. Pemberian Dukungan Teknis Terhadap Permasalahan yang Tidak Dapat Ditangani oleh

LPSE

20. Uji Forensik

21. Pemberian Akses Server LPSE kepada LKPP



TAHAPAN PROSES LELANG

Pengumuman Lelang

Pendaftaran lelang

Pemberian Penjelasan

Pemasukan penawaran

Pembukaan penawaran

Evaluasi penawaran

Pembuktian kualifikasi

Penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang
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Penjelasan:

1. Dampak dari insiden/masalah dapat diukur pada tiga faktor yaitu: dampak Fungsional, Dampak lnformasi/Reputasi dan Kemampuan pemulihan

lnsiden. Pemberian bobot dampak dimulai dari angka l sampai 10, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Dampak Fungsional: Terendah angka 1 untuk satu fungsi dan maksimum 10 untuk semua fungsi terganggu.
b. Dampak lnformasi/Reputasi: Terendah angka 1 untuk reputasi internal dan maksimum 10 untuk Reputasi Nasional LPSE

c. Kemampuan pemulihan dilihat dari seberapa sering masalah ini tejadi dan bisa diselesaikan: Terendah angka 1 untuk palingk sering terjadi
dan angka 10 untuk pertama kaliterjadi.

Nrr

1

2

l'r,r r r r , r 
., 

, r I , r I r , r r r

l)crnrirtnnn pcrub.rharr diltil karona panitia salah input
data

I r.r j.rrll l',rda
lahapan I 0lang

1,,6,7,9,70

l),rllp,rk
I ungsionil

4

l(cpllt,r5r
IPSI:
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l(t'tr t, r tr r pr t,r r r

P('nrulill,rl

1

l,r ior ll,l!
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( lr( tl.
Mtltogttnrnl

Emergency Chonge

Penyedia tidak bisa login karena lupa emoil dan
oossword SPsE

2,3,4 3 1 2 1 Minor Chdnge

3 Error aplikasi panita tidak dapat menggunakan fungsi
fitur di SPSE seperti tidak bisa /og,n, tidak dapat
evaluasi, dll)

1,,3,5,6,7,9,LO 6 10 3 19 Moyor Chdnge

4 Error aplikasi pengelola LPSE lverifikatot, odmin
ogency dll) tidak dapat menggunakan fungsi fiturdi
SPSE sepertitidak bisa /ogrn, tidak dapat input data,
d[)

Semua 10 10 4 25 Emergency Chonge

Errol aplikasi penyedia tidak dapat menggunakan
fungsi fitur diSPSE sepertitidak bisa /ogm, dll)

2,3,4 3 10 5 5 Minor Chonqe

6 Penawaran tidak dapat buka (ujiforensik) s,6,7,8,9,10 5 10 6 8 Minor Chonqe

7 Error mdil server Semua 10 10 7 74 Mdyor Chonge

8 Jaringan LPSE Semua 10 10 8 13 Moyor Chdnge

9 Jaringan lnaproc, ADP 5em ua 10 10 9 1,t Moyor Change



3.

5.

Ermp'l luntrlnnal dlulur p.dr t.hapln lrhq yrnt krnr drmprt yru tftdlfl dtfl t, hhtpan drnaan fuhlrl yrfi tlrllb.t t,ru.t drnlanpanrn3sunI lewabnyd. Mlrdlny0 marelah Ponyadla tldak blra logln karona lupl om!tl d.n p.rrword SpSt torladl pad€ tEhap!n lal!ng kq Z - 4. s|c!r.
kurntltatlf fungsl yang terpengaruh ada 3 tahapan.
Dampak lnformasi/Reputasi terkait dengan pelaku pada kegiatan lelang yaitu penyedia, panitia dan pengelola spsE. Jika terdampak pada penyedla
saja, maka reputasi yang terganggu adalah internal penyedia saia, tetapi untuk panitia akan berpengaruh pada kredibilitas yang cukup menggangu,
sehingga disini diberikan nilai 5 tetapi iika yang terkena dampak adalah pengelola maka dapat dikatakan reputasi akan rusak, sehingga diberikan
angka 10.

Nilai prioritas dihitung dengan formula Dampak Fungsional dan lnformasi akan dapat diselesaikan dengan kemampuan pemulihan atau dengan
rumus matematikanya adalah:

a. Jika f = dampak fungsional, r = dampa k informasi,/reputasi dan k= kemampuan pemulihan maka, p= priorltas adalahb. p=(f *r)/k
c. semakin besar nirai p maka semakin tinggi prioritas masarah tersebut untuk diseresaikan
d Tindak lanjut yang harus dirakukan diberikan 3 rever yairu Minor, Mdyor dan Emergency chonge.
e- Minor Chdnge jika nilai prioritas kurangdari 10 (penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja)
f. Moyor chonge jika nirai prioritas antara 10 - 20 (penyeresaian makimar 2 (dua) hari kerja)g' Emergency chongejika nilai prioritas diatas lebih dari 20. (penyelesaian maksimal 1(satu) hari kerja)

Khusus untuk masalah jaringan dan email, dampak fungsional nilainya harus disesuaikan dengan pada saat tahapan lelang yang terkena dampak,
sehingga nilainya tidak maksimum 10 tetapi seperti yang masalah lainnya. Nilai 10 pada contoh perhitungan diatas diasumsikan jika teriadi pada awal
kegiatan Ielang yang dapat berpotensi menyebabkan lelang menjadi gagal dilaksanakan lworst cose scendriol.
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